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TENTANG
PUNGUTAN TERHADAP PENGUJIAN MOBIL BARANG 
DAN MOBIL PENUMPANG SERTA PEMERIKSAAN DI 
JEMBATAN TIMBANG TERHADAP MOBIL BARANG.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keselamatan orang 
dan barang atas mobii-mobil yang memper- 

> gunakan/melaiui jalan umum dipandang per
lu mengadakan pengujian yaitu : setiap 
mobil barang, mobil penumgang dan traktor 
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TENTANG 
PUNGUTAN TERHADAP PENGUJIAN MOBIL BA RANG 
DAN MOBIL PENUMPANG SERTA PEMERIKSAAN DI 
JBMBATAN TIMBANG TERHADAP MOBIL RARANG. 

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH 

Menimbang •· bahwa untut meajaga keselamatan orang 
di• barang etas mobil-mobil yang memper• 
guaakan/melalui jalan umum mpandang per• 
lu mengadakan pengujian yaihl : tetiap 
mobil barang, mobil penum11ag dan tlu.tor 
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Mengingat

dengan/tanpa kereta tempelan atau kereta 
gandengan wajib diuji oleh DLLAJR tiap 
kali pada waktunya secara periodik, sebelum 
melakukan kegiatannya;

b. bahwa untuk menjaga keselamatan orang 
dan barang, juga untuk mengamankan jalan- 
jalan dan jembatan dari kerusakan sebagai 
akibat dari penggunaan jalan yang melebihi 
dari ketentuan, dipandang perlu mengada
kan pengawasan dan penertiban yang inten- 
sip terhadap mobil-mobil barang di jemba
tan timbang.

1. Undang-undang No. 10'tahun 1950, tentang 
Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang No. 5 tahun 1974, tentang 
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Undang-undang No. 3 tahun 1965, tentang 
lalu lintas dan angkutan Jalan raya;

4. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1958, 
tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Ja
lan kepada Darah Tingkat I;

5. Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan tang 
gal 15 Agustus 1936 (LN. No. 451) tentang 
Wegverkeersverordening jo Peraturan Pe
merintah tanggal 1 Juli 1951 (LN. No. 47) 
tentang Perubahan Peraturan Lalu Lintas 
jalan;

6. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam 
Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Te- 
naga Listrik, Menteri PerhubungSn tanggal ' 
8 Juli 1972 No. 105 tahun 1972 No. 205/ 
KPTS tahun 1972 dan No. SK 355/U/1972 
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denganltanpa tereta tempelln atau tereta 
pndengan wajtD diuji oleb DLLAJR tiap 
tali pada waktunya secara poriodit, sebelum 
melakutan tegiataMya; 

b. bthwa untut menjap teselamatan orang 
dan banng1 juga untut menpmankan jalan
jalan dan jembatan ~ri terusakan aebagai 
akibat dari penggu .... jala• yang melebihl 
datj ketentuan. dipandana perlu mengada
kan penpwasan clan: penertiban yang inten
sip terhadap mobil-mobil baranc di jemba
tan timbang. 

l. Undang-undang No. 1o·tahun 1950, tcntanS 
Pembentutan Propinsi Jawa Teng.ah; 

2. Undang-undang No. 5 tahun 1974, tentang 
Potot-pot.ot Pemerintahan di Daerah; 

3. Undang-.undanc No. 3 tahun 1965, tentana 
lalu Hntas dan angkutan Jalan raya; 

4. Penturan Pemerintah No. 16 tahun 1958, 
tenting Penyerahan Urusan Lalu Lintas Ja
lan tepada Darab Tlnpat I; 

S. Pentunn Pemerintah Lalu Unta1 Jalan tang 
gal IS AgustuS 1936 (LN. No. 451) tentang 
Wegverteenverordening jo Peraturan Pe-. 
merintah tanapl 1 Juli 1951 (LN. No. 47) 
tcntang Perubahan Peraturan Latu Lintas 
jalan; 

6, Surat Keputusan Benama Menteri Dalam 
Negeri, Menteri Pekerjun Umum dan Te-
nap Lhtrit, Menteri Perhuhnna,ln tanggal 
8 Juli 1m No. 105 tabun 1972 No. 205/ 
KPTS tabun lm dao No. SK 355/U/lm 
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tentang Penertiban Lain Lintas dan Ang- 
kutan Jalan raya;

7. Surat Keputusan Menteri Perhubungan tang
gal 1 Nopember 1970 No. SK 355/L/1970 
tentang Penetapan Beaya Pengujian Bagi 
Mobil Bis, Mobil Barang dari Traktor De- 
ngan/Tanpa Kereta Tempelan atau Kereta 
Gandengan;

8. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pro
pinsi Tingkat I Jawa Tengah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAE
RAH TINGKAT I JAWA TENGAH TEN- 
TANG PUNGUTAN TERHADAP PENGUJI
AN MOBIL PENUMPANG DAN BARANG 
SERTA PEMERIKSAAN DI JEMBATAN 
TIMBANG TERHADAP MOBIL BARANG.

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan : 

a. Kendaraan bermotor. setiap kendaraan yang digerakkan oleh 
' peralatan tehnik yang ada pada kenda-
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tentang Penertiban Lala Lintu dan Ang
tutan Jalut qya; 

7. Surat Keputusan Menteri Pedlubunpn tang. 
pl I Nopember 1970 No. SK 3SSIUI970 
tentang Pe..,.pan Beaya Pengujiim Bqi 
Mobil Bil, Mobil Banns clan Traktor l)o. 

npnfl'anpa ICen,ta Tempclu atau Keieta . 
Oandenpa; 

8. Peratutan Tata Tertib Dffan Porwakllan 
Rakyat Daerah Proplml Daenh Tingbl I 
Jawa Tenph. 

Denpn ponetujuan Dewan Petwakllan Rakyat Dunh Pto
pinsl Tingka1 I Jawa TNph ; 

MBMUTIJS1tAN I 

Y 11~kn · : PBRA1URAN DAERAH PROPINSI DAE
RAH TINGKAT I JAWA· Tl!NGAH TEN
TANG PUNOUTAN TERHADAP PBNOUH
AN MOBIL PBNUMPANG DAN BARANG 
SBRTA PBMBRIKSAAN DI JBMBATAN 
TIMBANG TBRHADAP MOBIL BARANG. 

IlmlllTUAN UMUM 

-· 
Dalarn Peraturaa. Daerah in( yang di matsad denpn ~ 

a. Keadarun bormotor: tellap tendanan :rans diJenUan oleh 
ponlatan tehnlk yang a,la pada kenda-

7SI 
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raan itu dan biasanya dipergunakan un
- tuk pengangkutan orang atau barang di 

jalan selain dari pada kendaraan yang 
berjalan di atas rel;

b. Mobil penumpang : setiap kendaraan bermotor yang sema-
ta-mata diperlengkapi dengan sebanyak 
banyaknya 8 tempat duduk tidak ter*  
masuk tempat duduk pengemudi baik 
dengan maupun tanpa perlengkapan 
pengangkutan bagasi;

c. Mobil Bis : setiap kendaraan bermotor yang diper
lengkapi dengan lebih dari 8 tempat 
duduk tidak termasuk tempat duduk 
pengemudinya, baik dengan maupun 
tanpa perlengkapan pengangkutan ba- 
rang;

d. Mobil barang : kendaraan bermotor selain dari pada
yang termaksud dalam sub b dan c dan 
selain kendaraan beroda dua;

e. Kendaraan umum : setiap kendaraan yang biasanya disedia
kan untuk dipergunakan oleh umum 

. dengan .pembayaran;

f. D.L.L.A.J.R. : Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

• Tengah;

g. DIPENDA : Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Da-
erah Tingkat I Jawa Tengah.
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b, Mobil penumpang 

c. Mobil Bis 

d. Mobil baran.g 

•· Kendaraan umum 

f, D.L.L.A.1.R. 

g, DIPBNDA 
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ru,n itu clan biuanya dipergunakan un
tuk pengangltutan orang atau barang di 
jalan Hlain dari pada kendanalt yang 
berjalan di atas rel; 

setiap ktndaraan bennotor yang sema
ta-mata diperlcngkapi dengan sebanyak 
banyaknya 8 tempal duduk tidak tor• 
masuk tempat duduk pengemudi baik 
dengan maupun tanpa perlengkapan 
pcngangk.utan bagasi; 

setiap kendaraan bennotor yang diper
lengkapi dengan lebih dari 8 tempat 
duduk tidat termasuk tempat duduk 
pcngemudinya, bait dengan maupun 
tanpa perlengtapan pengangkutan ba
rang; 

\endaraan bcrmotor selain dari pada 
yang tennaksud dalam sub b dan c dan 
1elain kendaraan beTOda dua; 

setiap kcndanan yang biasanya discdia 
kan untuk dipergunakan oleh umum 
dengan .pembayuan; 

Dinas Latu Lint.as dan Angkutan Jalan 
Raya Propinsi Oaerah Tinekat I Jawa 
Tengah; 

Dinu Pendapatl:ft Dunh Propinsi Da
onh 'llntbt I Jan Teaph. 



BAB n

PENGUJIAN KENDARAAN

Pasal 2

(1) setiap mobil bis, mobil' barang dan kendaraan umum 
serta traktor dengan/tanpa kereta tempelan atau kereta gandengan 
wajib diuji oleh DLLAJR tiap kali pada waktunya secara periodik 
sebelum melakukan kegiatannya.

(2) Untuk pengujian kendaraan tersebut ayat (1) pasal ini, 
pihak yang bersangkutan harus mengist formulir permohonan 
pengujian kendaraan yang disediakan ditempat pengujian.

BAB m

PEMERIKSAAN DI JEMBATAN TIMBANG

Pasal 3

Setiap mobil barang yang menggunakan atau melalui jalan 
raya wajib diperiksa dan ditimbang di jembatan timbang.

BAB IV

PUNGUTAN

Pasa l 4

(1) Terhadap pengujian kendaraan tersebut pasal 2 diadakan 
penggantian beaya :
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BAB R 

Pl!NGUJIAN Kl!NDARAAN 

Paal 2 

(I) tctiap mobil bis, mobil' baraag clan lendaraan umum 
se11a traktor denganltanpa tereta tempelan ataU ltereta pndengan 
wajib diuji oleh DLLAJR tiap tali pada waktanya secara periodit 
sebelum mclakukan kcgiatannya. 

(2) Untuk pengujian tendaraan tenebut ayat (1) pasal ini, 
pihak yang benangkutan hanas mcngisi formulir permohonan 
pengujian kcndaraan yang disedlalan ditempat pengujian. 

BABm 

Pl!Ml!RJKSAAN DI JBMBATAN TIMBANO 

Paal 3 

Setiap mobil barang yang menggunakan atau mclalui jalan 
raya wajib dipcriksa dan ditimbang di jcmbatan dmbang. 

BAB IV 

PUNOUTAN 

Paal4 

(!) Terhadap penguju,n kendaraan tenebut pual 2 dladatan 
penggantian beaya : 

259 
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a. perahtan pengujian^platkir sebesar Rp. 1.000,-

b. byku pengujian sebesar Rp. 500,-

c. formulir permohonan pengujian kendaraan sebesarRp. 1.000,

(2) Setiap mobil barang yang ditimbang di jembatan timbang 
dikenakan beaya sebesar Rp. 100,- untuk sekali penimbang.

(3) Tentang pembahan-perubahan besamya beaya tersebut 
ayat (1) dan (2) pasal ini dapat dilakukan oleh Gubemur Kepala 
Daerah dengan persetujuan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah

BAB V

PELAKSANAAN PUNGUTAN

Pasal 5

(1) Pelaksanaan pungutan-pungutan tersebut pasal 4 di atas 
dipertanggung jawabkan kepada DIPENDA.

(2) Prosedur pelaksanaan pungutan sebagaimana di maksud 
ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubemur Kepala Daerah.

BAB VI

HASIL PUNGUTAN

Pasal 6

(1) Pungutan dimaksudkan pasal 4 di atas, hasilnya diguna
kan :

a. 80% untuk Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

b. 20% untuk beaya operasionil dan peningkatan pelayanan.

(2) Penggunaan beaya tersebut ayat (1) sub b pasal ini diatur 
oleh Gubemur Kepala Daerah.
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•. ....... -jlanlplacttr ....... , 

b. b,,lu pongujian •-• 

Rp. 1.000,

R.p. 500,-
c. formulir permohonan ~jian tendarun sebesarRp. 1.000,-

(2) Sedap mobH banng yang dilimbang di jembatan timbang 
di-un beaya .. -. Rp. 100,- untuk .. tau poaimbang. 

(3) Tentang pen,bahan-perubaban boamya beaya teroebut 
1yat (1) clan (2) pasal ini dapat dilaltutan oleh Oubemur Kepel1 
Daenh denpn penetujuan DPRD Propinsi Daerah Tingbt I 
lawa Tengab 

BABV 

PELAKSANAAN P\INOUTAN 

Paws 

(I) Pelaltsanaan 1""'gutan-pungu11n teroebut peal 4 di atu 
dipertanggung jawabbn tepada DIPENDA. 

(2) Prooedur pelabanun pungutan sobapim1na di mabud 
1,at (I) Paw ini ditetaptan oleh Gnbemur Kepala Daerah. 

BABVI 

HASIL P\INGUTAN 

PUii 6 

(1) Pungutan dimatandtan paw 4 di atu, basilnya dipna
kan: 

a. ·so9' untut Propinsi Daerah TiRp:at I Jawa Tengah; 
b. 209' untut beaya operasionil clan peningtatan polayanan. 

(2) Penggunun beaya teroebut ayat (1) mb b pasal ini diatur 
oleh Oubemur Kepala Daenh. 

2liO 
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bab vn 

KETENTUAN PENUTUP 

P&sal 7

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diun
dangkan.

(2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua 
Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinya
takan tidak berlaku.

(3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan 
Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Gubemur Kepala Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 15 Juli 1976

DEWAN FERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH HNGKAT I 

JM A TENGAH

GUBERNUR KEFAIA DAERAH 
TNGKAT I 

JWA TENGAH,

KETUA,

PARK OTO SO E PAR D JO .
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BAB VII 

KBTENl'UAN PENUTUP 

Paw 7 

(1) Penturan Da'erah ini mulai berlaltu tejak tanggal diun
dangkan. 

(2) Pada saat berlakunya Peraturan Oaerah ini, maka Mtnua 
Peraturan yang bertcntangan dengap Pcraturan DUfah ini dinya
takan tidak berlaku. 

(3) Hal-hal yang belum cutup diatur dalam Peraturan 
Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Gubemur K.epala Dacrah 
Tingkat I Jawa Tengah. 

Semaran1, 15 Juli 1976 

DEJIAII FEIMAKW\11 RAKYM' GtJBEHIUR mNA DA&WI 
DAEIWI TJIG!Qld' I 

.NIA !IDIGAH 

KETUA, 

PARWOTO 

TJIGIIM I 
MA 'IENGAH, 

SOEPARDJO. 

:161 
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Peraturan Daerah ini dijalankan berdasarkan pasal 69 Un
dang-undang No. 5 Tahun 1974 jo pasal 12 Undang-undang No. 
12/Drt Tahun 1957.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah Nol 1 tanggal 24 Januari tahun 1977 Seri 
B Nomor 1.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah,

K A RDIM AN
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Peratuian Daerah ini dijalankan berdasarkan pasal 69 Un
dang-undang No. S Tahun 1974 jo pasal 12 Undang--undang No. 
12/Drt. Tahun 1957. 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Dacrah 
Tingkat I Jawa Tenph No: 1 tanggal 24 Januari tahun 1977 Seri 
B Nomor 1. 

Sclretaris Wilayah/Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah, 

KARDIMAN 
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TK. I 
JAWA TENGAH

■ Nomor : 3 Tahun 1976

TENTANG *

PUNGUTAN TERHADAP PENGUJIAN MOBIL BARANG 
DAN MOBIL PENUMPANG SERTA PEMERIKSAAN DI 
JEMBATAN TIMBANG TERHADAP MOBIL BARANG.

I. PENJELASAN UMUM.

A. Dewasa ini sering terjadi kecelakaam-kecelakaan lalu lintas 
yang mengakibatkan timbulnya korban-korban manusia mau
pun kerugian benda/barang yang antara lain disebabkan baik 
karena kondisi kendaraan yang tidak memadai maupun karena 
jumlah muatan orang/barang yang melebihi dari kapasitas yang 
telah ditentukan.

Oleh karena itu perlu diambil langkah-langkah yang selain 
untuk menghindari korban manusia maupun tnenjaga kesela- ' 
matan barng-barang yang diangkut, di maksud pula dntuk 
memelihara jalan raya atas pemakaian jalan yang melebihi dari 
kapasitas. Pengaturan tentang masalah-masalah ini telah ter- 
tampung dan diatur oleh Peraturan yang lebih tinggi baik 
Undang-undang maupun peraturan pelaksanaan lainnya.

Maksud Peraturan Daerah ini dititik beratkan kepada kepenti
ngan pembeayaan yang membawa konsekwensi pungutan-pu- , 
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PENJl!LASAN 

, -
PBRATURAN DABRAH.PROPINSI DAERAH TIC. I 

JAWATBNGAH 

Nomor : 3 Tahun 1976 

TBNTANG 

PUNGUTAN TBRHkDAP PBNGUHAN MOBIL BARANG 
DAN MOBIL PBNUMPANG SBRTA PBMBRIKSAAN DI 
JBMBATAN TIMBANG TBRHADAP MOBIL BARANG. 

I. PENJELASAN IJM1JM. 

A. Dewaa ini sering terjacH tecelatun-kecelataan Jalu Hntu 
yang menptibatbn dmbulnya korban-korban manusia mau
pun ken,gian beadalbanng yang antan lain dltebabkan balk 
tarena tondisi tendaraan yang tidat memadai maupun tareu 
jumlah muatan oranglbanng yang melebihi dari tapuitu yang 
telah ditcntuba. 

Olcb karena ltu perlu diambil langkah-langkab yang IClain 
untut menghindari torban muusia maupun menjlp tesela- ' · 
matan barng-banng yong diangkut, di maktud pula lintult 
memelihan jalan nya aw pemakaian jalan yang melebihi dari 
tapasitas. Pengatunn tentang masalah-masalab ini telab ter
ta,mpung clan diatur oleh Penturan yang lebih tinggi b1.i_t 
Undang-undang maupun penturan pclabanaan Jainnya.. 

Mabud Peraturan Daerah ini dititit beratbln tepad& tepenti
ngan pembea)'aan yang membawa tonsetweasl punpatan-pu- . 
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ngutan atas kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pe
nertiban dan pengawasan lain lintas.

B. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, semula pungutan- 
pungutan di maksud telah dituangkan dalam S.K. Gubemur 
Kdh. Tingkat I Jawa Tengah tanggal 3 Nopember 1975 No. 
Huk. 157/1975. Namun dalam rangka pemantapan S.K. Guber
nur Kdh. tersebut disusunlah Peraturan Daerah ini sesuai de
ngan maksud UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pe
merintahan di Daerah di mana di dalam penjelasannya antara 
lain disebutkan bahwa ketentuan-ketentuan yang merupakan 
beban pungutan kepada masyarakat harus dimuat dalam Pera

. turan Daerah yang ditegaskan lagi oleh Menteri Dalam Negeri 
dengan S.K. tanggal 23 Juli 1975 No. 172 Tahun 1975 bahwa 
semua jenis pungutan Daerah harus ditetapkan masing-masing 
dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

, Pasal 1 

sub a sampai dengan g

cukup jelas.

Pasal 2 . ■

ayat (1)

Wajib uji tidak berlangsung satu kali saja, akan tetapi tiap 
kali pada waktu secara periodik sebelum melakukan kegiatan.

ayat (2)

cukup jelas.

Pasal 3

Mobil barang yang di maksud ialah yang bermuatan.
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ngutaa aru kegiatan-keglatan yang berhubupn denpn pe
nem'ban dan penpwaan lalu tintu. 

B. • Sehubunpn denpn hal.tlaf tenebut di atas, semula pungutan
pungutan di maksud tclah dituangkan dalam S.K. Oubemur 
Keib. Tlngbt I Jawa Tengab tanggal 3 Nopember 1975 No. 
Hut. 157/1975. Nomun dalam ,angb pemantapan ~.K. Guber
nur Kdh. tenebut disusunllh Penturan Daenh ini sesuai dc-
npn maksud UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pe
merintahan di Daerah di mana di dalam penjelasannya antara 
lain disebutkan bthwa ketentuan-k.eten.tuan yang merupakan 
beban pungutan tepada masyarakat hal'UI dimuat dalam Pera
turan Daerah yang ditegasbn lagi oleh Menteri Dalam Negeri 
dengan S.K. tangpl 23 Juli 1975 No. 172 Tahun 1975 bahwa 
semua jenis pungutan Daerah harus ditetapkan masing-masing 
dalam bcntuk Peraturan Daerah. 

IT. Pl!NJ]!LASAN PASAL DEMI PASAL : 

,ut, a sampai delipn g 

cutup jelas. 

Pual 1 

Pual 2 

ayat (1) 

Wajl'b uji tidal berlangsung satu tali saja, atan cetapi tiap 
tali pada wattu secan periodit sebelum melatubn kegiatan. 

ayat (2) 

cukup jelu. 

Pasal 3 

Mobil barang yang di maksud ialah yang bermuatan. 

264 
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Pasal 4

ayat (1) sub a.

cukup jelas. .

ayat (1) sub b.

Yang di maksud dengan penggantian buku pengujian sebesar 
Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ialah penggantian buku pengujian 
yang apa bila pada saatnya harus diganti umpama karena rusak, 
hilang atau karena memang sudah perlu diganti. Dalam hal ini ti
dak selamanya setiap pengujian diadakan penggantian buku peng
ujian. Penggantian buku pengujian berlaku untuk retiap mobil.

ayat (1) sub c

cukup jelas.

ayat (2) dan (3)

cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Di dalam prosedur pelaksanaannya Gubemur Kepala Dae
rah Tingkat I Jawa Tengah menetapkan DLLAJR untuk melaku- 
kan tugas-tugas pelaksanaan dan DIPENDA bertanggung jawab 
dalam pembinaan dan pengkoordinasian.

ayat (2) 

cukup jelas.
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1yat (I) tub 1. 

cukup jetu. 

ayat (I) sub b. 

Vang di matsud clenpn pengantian bul;,u pengujian aebellr 
Rp. 500,- (Hrna ratus rupiah) ialah penggantim bub pengujian 
yang apa bila pada sutnya har111 diganti mnpama brena ruat? 
hilang atau karena memang sudah perJu dipnti. Dalam hal ini ti
dak selamanya letiap pengujian diadatan penggantian buku peng
ujian. Penggantian buku pengujian berlalu lUltut leCiap mobil. 

1yat (!) sub C 

cutup jclas .. 

1ya1 (2) din (3) 

cutup jolu. 

1yat (!) 

Pual5 

Di dawn pro,odur polllktanunnya Gubem• Kepall Dao
nh Tingklt I Jawa Tengab menetaptan DLLAIR -.ntuk melatu
kan tups-tugas pelaksanun din DIPl!.NDA bcmngang jawab 
dalam pembinun dan pengtoonlinaslan. 

ayat (2) 

cukup jelu. 

265 



- 12 -

Pasal 6

ayat (1) dan (2)

cukup jelas. •

. Pasal 7

ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : Pada prinsipnya semua peraturan-peraturan yang telah 
ada asal tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih 
tetap berlaku.

ayat (3) : cukup jelas.

266

ayat (I) clan (2) 

cutup jolu. 

ayat (I) : cul.up jelaL 

• 12 • 

Pual 6 

Pa•I 7 

ayat (2) : Pada prinapnya ,emua penturan-peratunn yang telah 
ada ual ddu. bertentanpn denpn Pentunn Daenh ini muth 
tetap bedatu. 

ayat (3) : cutup jelu. 


